SALINAN |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 02/HK.03.1-Kpt/6501/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

Menimbang . a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi tentang pedoman Evaluasi
Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasar ketentuan pasal 45 PKPU No 5 Tahun
2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2020, mengamanatkan Keputusan Komisi
pemilihan Umum  Kabupaten/Kota merupakan
penjabaran dari peraturan Perundang-undangan yang
berlaku, kebijakan KPU, dan kebijakan KPU Provinsi;

c. bahwa untuk menindaklanjuti surat Sekretariat
Jendral KPU RI NO 86/ORT.04-SD/05/SJ/1/2021
perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan
rencana aksi dilingkungan Sekretariat Jendral KPU RI,
Sekretariat di KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota Tahun 2021 maka dianggap perlu
membentuk Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bulungan tentang Pembentukann Tim Reformasi
Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bulungan Tahun 2021;



Mengigat
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UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3854);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang- Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksa pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembanguna Jangka Panjang Naional 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 NomoOr 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrat 2010-2025;

10. Peraturan......
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 tahun 2014
tentang Pedoman Evaluasi Reformasi, Birokrasi,

Institusi;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, Nomor 11 tahun 2015
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-
2019;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 175/ HK.
03.1-Kpt/05/KPU/X /2017 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilih
Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen
Pemilih Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  nomor
612/0ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun
2020-2024;

Memperhatikan......
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Menetapkan
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1. Surat KPU RI Nomor: 86/ORT.04-SDM/05/SJ/1/2020
Tanggal 14 Januari 2020 Perihal pembentukan Tim
Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi dilingkungan
Sekretariat Jendral KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi
dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulungan

Nomor 04/HK.03.1-BA/6501 /KPU-Kab/1/2021 tentang
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tahun

2021;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021.
Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan
Kabupaten Bulungan yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah.
2. Tim Pelaksana.
3. Tim Agen Perubahan.
susunan anggota Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU adalah:

1. Tugas Tim Pengarah

a) Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan
Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bulungan,;

b) Menerima laporan bulanan dari tim pelaksana dan
Tim agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bulungan; dan

¢) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi
Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan
agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan

konsisten,terarah, dan berkelanjutan dilingkungan
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KPU Kabupaten Bulungan;

2. Tugas Tim Pelaksana

a) Merumuskan Program Kegiatan Reformasi Birokrasi
Sekretariat KPU Kabupaten Bulungan;

b) Merumuskan rencana aksi dari program-program
Reformasi Birokrasi Sekretariat KPU Kabupaten
Bulungan;

c) Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan
unit/satuan  kerja  terkait dilingkungan KPU
Kabupaten Bulungan,;

d) Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi
yang ditetapkan bersama antara sekretariat dan KPU;

e) Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang
sudah maju dilingkungan KPU Kabupaten Bulungan;

f) Melaksanakan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada
Tim Pengarah disetiap Bagian dan satuan Kerja
setingkat diatasnya/berjenjang pada akhir tahun;

g) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala,
melakukan penyesuain yang diperlukan agar target
yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan
kebutuhan stakeholders; dan

h) Menjadi Agen perubahan dilingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;

3. Tugas Tim Agen Perubahan :

a) Membuat Rencana Aksi dari Program-Program
Reformasi yang sudah dijalankan bersama Tim
Birokrasi Reformasi Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bulungan;

b) Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi
kegiatan disetiap Program Reformasi Birokrasi
Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah
setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi
dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bulungan dan;

c) Melakukan Kampanye dan mengajak setiap Pegawai
untuk melakukan perubahan mental dan perilaku

yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif

dilingkungan .........
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dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bulungan.
Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim diatas perlu
melakukan koordinasi internal maupun eksternal dan
institusi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN

. |Hetty Apriani

e Kasubbag Hukum,
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR  02/HK.03.1-Kpt/ KPU-Kab/KPU KAB/I/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021

No Nama | Jabatan | Iée;il:fnu’rlf;n Tugas Dalam Tim
1. | Lili Suryani, SE, Ketua 1. Mengkoordinasikan dan
MM. melakukan monitoring
program Reformasi
2. | Chairulizza, S.HI, Anggota Tim Birokrasi.
MH. Pengarah 2. Memberikan arahan
pada Tim dalam
3. | Oche William Anggota pelaksanaan Reformasi
Keintjem,SH.,MH. Birokrasi
4. | Mahdi E Anggota 1. Merumuskan,menyusun
Paokuma,S.Kom. dan
mengharmonisasikan
5. | Mistang,S.Kom. Anggota T Kegiatan Reformasi
im ) :
' . ' Pelaksana Birokrasi
6. | Amiruddin,S.Sos. | Sekretaris 2. Melaksanakan semua
kegiatan Reformasi
Birokrasi.
7. | Amiruddin, S.Sos. | Sekretaris Pelaksanaan Manajemen
Perubahan
8. | Bejo Raharjo, SE. Staf Tim
Manajemen
9. | M.Andri Yudha Staf Perubahan
Permana, A.Md
10. | Kadarwaty Staf
11. | Hetty Apriani, SH. | Kasubbag Ti Pelaksana Penguatan
im
Hukum P peraturan Perundang-
enguatan
Peraturan undangan
12. | G. Manggala Staf
Perdana Jaya, SH. Perundang-
undangan
13. | Andris idris,S.IP. Staf
14. | Robiansyah, Staf Pelaksanaan Penguatan
S.Sos, M.IP Tim Kelembagaan.
Penguatan
15. | Arif Darmawan Staf Kelembagaan
Setya, S.IP.




16. | Gusti Putu Gede Staf
Darma, S.Kom.
17. | Amos Lajuk Staf
18. | Dian Riswanty, Kasubbag Pelaksana Penguatan Tata
SP. Teknis Laksana.
dan
Hupmas
2 Tim
19. | Arys Wibowo Staf Pengustan
Tata
20. | Arif Darmawan Staf Laksana
Setya, S.IP.
21. | Andris Idris, S.IP. Staf
22. | Amiruddin, SE Sekretaris Pelaksana Penataan sistem
Manajemen ASN.
. Tim
23. | Hetty Apriani, SH. | Kasubbag Peidkaag
Hukum .
Sistem
24. | Bejo Raharjo,SE. Staf | Manajemen
25. | Hetty Apriani, SH | Kasubbag Pelaksana Penguatan
Hukum Pengawasan.
26. | G. Manggala Staf
Perdana Jaya, SH.
Tim
27. | Arif Darmawan Staf Penguatan
Setya, S.IP. Pengawasan
28. | Andris Idris, S.IP. Staf
29. | Kadarwaty Staf
30. | Arys Wibowo Staf Pelaksana Penguatan
Akutanbilitas Pelayanan
31. | Robiansyah, S.IP, Staf Publik
M.IP
32. | Arif Darmawan Staf
Setya, S.IP. Tim
Penguatan
33. | Gusti Putu Gede Staf Akutanbilitas
Darma, S.Kom. Pelayanan
Publik
34. | M.Andri Yudha Staf
Permana, A.Md
35. | Amos Lajuk Staf
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42,

Dian Riswany, SP.

Arys Wibowo

Robiansyah, S.Ip,
M.IP.

G. Manggala

Perdana Jaya, SH.

Kadarwaty

M.Andri Yudha
Permana, A.Md

Andris Idris, S.IP.

Kasubbag
Teknis
dan
Hupmas

Staf

Staf

Staf

Staf

Staf

Staf

Tim
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik

Pelaksana Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 22 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN

7. “MKasybbag Hukum,
/4 ? e i/
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LILI SURYANI




